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IKHTISAR PUTUSAN 

PERKARA NOMOR 10/PUU-X/2012 

Tentang  

Pengelolaan dan Penetapan Wilayah Pertambangan 

 

Pemohon    : H. Isran Noor, M.Si. 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 1 angka 29 sepanjang frasa “dan tidak terikat 
dengan batasan administrasi pemerintahan”, Pasal 6 ayat (1) 
huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan 
Pasal 17 serta Pasal 171 ayat (1) sepanjang frasa “untuk 
mendapatkan persetujuan pemerintah” UU 4/2009 terhadap 
Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 
18A ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 

Amar Putusan       : 1.  Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
1.1 .  Frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” 

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 
14 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
sepanjang tidak dimaknai “setelah ditentukan oleh 
pemerintah daerah”; 

1.2 .  Frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” 
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 
14 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “setelah 
ditentukan oleh pemerintah daerah”; 

1.3 .  Frasa “Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan” dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan 
dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Penentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh”; 

1.4 .  Frasa “Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan” dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai “Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh”; 

1.5 .  Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
selengkapnya menjadi, “Penetapan WP yang dilakukan 
setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan 
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia”; 

1.6 . Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
selengkapnya menjadi, “WP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah 
ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”; 

1.7 .  Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
selengkapnya menjadi, “Penetapan WUP dilakukan oleh 
Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah 
dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”; 

1.8 .  Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
selengkapnya menjadi, “Penentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah 
daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan 
informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah 
daerah”; 

1.9 .  Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya 
menjadi, “Luas dan batas WIUP mineral logam dan 
batubara ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan 
oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang 
dimiliki oleh Pemerintah”; 

2.  Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
3.  Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 
Tanggal Putusan : Kamis, 22 November 2012 
Ikhtisar Putusan          : 

   Pemohon adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merasa 
dirugikan hak konstitusionalnya untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tidak 
mendapatkan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi kemakmuran 
masyarakat Kabupaten Kutai Timur, karena berlakunya ketentuan dalam UU 4/2009 . 

 Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah 
pengujian Pasal 1 angka 29 sepanjang frasa “dan tidak terikat dengan batasan administrasi 
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pemerintahan”, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), 
Pasal 17, serta Pasal 171 ayat (1) sepanjang frasa “untuk mendapatkan persetujuan 
pemerintah” UU 4/2009, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para 
Pemohon.  

  Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, pada pokoknya Pemohon 
mendalilkan bahwa dengan adanya pasal-pasal dalam UU a quo yang telah memberikan 
kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan WP dan WUP serta untuk 
menetapkan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara di wilayah pemerintah 
daerah kabupaten/kota, sehingga Pemohon tidak memiliki kewenangan secara utuh dan 
menyeluruh sebagaimana telah diberikan oleh UUD 1945. Norma penetapan WP dan WUP 
serta norma penetapan luas dan batas WIUP di wilayah pemerintahan kabupaten/kota yang 
meletakkan kewenangannya semata-mata pada Pemerintah, bukan pada pemerintah 
daerah, telah menunjukkan bahwa ketentuan a quo sebagai hukum yang tidak terarah pada 
rechtsidee dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara yang adil dan selaras 
berdasarkan Undang-Undang, sehingga merugikan hak-hak konstitusional Pemohon.  
Dengan demikian telah jelas adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon 
tentang kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang yang 
dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan para Pemohon dikabulkan, kerugian 
demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi. Menurut Mahkamah, terdapat kerugian 
konstitusional Pemohon, yaitu, hilang atau berkurangnya hak-hak dan kewenangan 
Pemohon serta adanya ketidak-adilan dan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan dan 
pemanfatan sumber daya alam minerba yang apabila permohonan dikabulkan, hak 
konstitusional Pemohon terpulihkan, sehingga Pemohon memenuhi syarat kedudukan 
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 

Terkait dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa 
Penetapan WP dan WUP menurut UU 4/2009 yang tidak mengikuti batas administrasi 
pemerintahan yang menurut Pemohon harus mengikuti batas administrasi pemerintahan, 
Kewenangan penetapan WP, WUP dan batas serta luas wilayah WIUP oleh Pemerintah 
yang menurut Pemohon harus ditetapkan lebih dahulu oleh Pemerintah Daerah, Kewajiban 
bagi pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 
Batubara (PKP2B) menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian 
sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/ perjanjian untuk mendapatkan 
persetujuan Pemerintah.  
-   Bahwa Pemohon mendalilkan, kewenangan Pemerintah menetapkan WP dan WUP serta 

menetapkan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara di wilayah pemerintah 
daerah kabupaten/kota, bertentangan dengan prinsip otonomi yang ditentukan dalam 
Pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo telah 
menghilangkan atau setidak-tidaknya telah mengurangi hak dan kewenangan Pemohon 
yang diberikan oleh UUD 1945; 

-  Bahwa menurut Pemohon, Pasal 1 angka 29 UU Minerba sepanjang frase “dan tidak terikat 
dengan batasan administrasi pemerintahan” a quo merupakan rumusan pasal dengan 
muatan norma yang kabur (vage normen) atau sekurang-kurangnya tidak jelas dalam 
menempatkan batasan administrasi pemerintahan dalam pembagian penyelenggaraan 
pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Rumusan norma yang kabur tersebut 
menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penguasaan sumber daya mineral dan 
batubara oleh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (provinsi dan 
kabupaten/kota), sehingga bertentangan dengan konstitusi. Demikian juga, Pasal 171 ayat 
(1) UU a quo tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi kesinambungan hak 
konstitusional pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota in casu 
Pemohon, terutama dalam hal: (i) ketiadaan jaminan keadilan dan keselarasan bagi 
pemerintah daerah casu quo pemerintahan kabupaten/kota dalam pemanfaatan sumber 
daya alam yang ada di wilayah pemerintahannya, (ii) bertentangan dengan prinsip good 
governance, sehingga menurut Pemohon, Pasal 171 ayat (1) UU a quo bertentangan 
dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai sebagai “Pemegang kontrak karya dan 
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perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 
atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini 
harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai 
dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan 
pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah 
kewenangan masing-masing”. Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 
1.   Dalam mempertimbangkan apakah dalam menetapkan WP dan WUP, harus mengikuti 

atau tidak mengikuti batas administrasi pemerintahan, Mahkamah terlebih dahulu perlu 
merujuk Putusan Mahkamah Nomor 25/PUU-VIII/2010. Berdasarkan pertimbangan 
Mahkamah dalam putusan tersebut, penetapan WP dan WUP di samping harus 
memperhatikan tata ruang nasional yang tentunya tidak selalu dapat dibatasi oleh 
batasan administratif pemerintahan daerah otonom, juga harus memperhatikan 
kelestarian lingkungan hidup, menghindari tumpang tindih kawasan atau wilayah 
pertambangan serta menghindari konflik antar wilayah. Peran sinkronisasi dan 
keterpaduan yang demikian akan sangat efektif dilakukan oleh Pemerintah, sehingga 
batasan administrasi pemerintahan daerah otonomi dalam penetapan WP dan WUP 
tidak bisa dipertahankan. Selain itu, menurut Mahkamah wilayah pertambangan yang 
keberadaannya memiliki sifat-sifat yang tersebar, tidak merata, keberadaannya tidak 
kasat mata, terbentuk dalam kurun jutaan tahun yang lalu, alamiah, dan tidak bisa 
dipindah-pindahkan, tidak dapat dibatasi oleh batas-batas administrasi pemerintahan 
dan tidak terbarukan. Pada dasarnya wilayah pertambangan secara potensial ada di 
dalam bumi, air, dan tidak terbatas pada wilayah administratif namun tetap harus 
dikuasai oleh negara. Untuk itu potensi bahan tambang yang ada di seluruh wilayah 
NKRI adalah wilayah hukum pertambangan Indonesia. Pasal 1 angka 29 UU a quo 
yang diatur dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, yang memuat batasan pengertian 
atau definisi, singkatan atau akronim yang bersifat umum, yang juga berlaku bagi pasal 
atau beberapa pasal dalam UU a quo adalah cukup jelas dan tidak menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Sebaliknya jika tidak ada batasan dan penegasan sebagaimana 
diatur Pasal 1 angka 29 UU a quo secara potensial akan menimbulkan ketidakpastian 
hukum dan konflik antar wilayah daerah otonom sehingga dalil Pemohon terkait 
dengan isu pertama tersebut tidak beralasan menurut hukum. 

2.   Dalam mempertimbangkan apakah dengan tidak adanya kewenangan pemerintah 
daerah untuk menetapkan WP, WUP serta luas dan batas WIUP sebagaimana diatur 
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 
17 UU 4/2009, Mahkamah perlu merujuk Putusan Mahkamah Nomor 3/SKLN-IX/2011. 
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun dalam putusan Mahkamah 
Nomor 3/SKLN-IX/2011 tersebut Mahkamah telah menegaskan tidak adanya 
kewenangan pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, tetapi dalam permohonan aquo 
Mahkamah akan tetap memberikan penilaian terhadap kewenangan Pemerintah dan 
kewenangan pemerintah daerah in casu. Pemohon terkait dengan penetapan WP, 
WUP dan luas serta batas WIUP dari sisi pengujian Undang-Undang dengan dasar-
dasar konstitusional yang lebih luas.  

3.   Dasar filosofis pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam mengurus 
sendiri urusan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 
1945 adalah dalam rangka demokrasi politik dalam hubungan antar pemerintahan 
daerah dan pemerintah pusat. Pemberian otonomi kepada daerah adalah salah satu 
wujud pengakuan negara atas keberadaan daerah-daerah di Indonesia yang beragam 
untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diotonomikan. Dalam hal 
pemanfaatan sumber daya alam, konstitusi menegaskan bahwa hubungan 
kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan 
secara adil dan selaras berdasarkan Undang- Undang [vide Pasal 18A ayat (2) UUD 
1945]. Tanpa bermaksud menguji UU 32/2004, menurut Mahkamah, pembagian 
kewenangan yang diatur dalam UU 32/2004 atau Undang-Undang lainnya yang 
mengandung pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan antara Pemerintah 
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dan pemerintah daerah, walaupun bukan menjadi objek SKLN, dapat menjadi objek 
pengujian konstitusional, yaitu dalam hal pembagian urusan pemerintahan tersebut 
ditemukan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. 

4.   Bahwa urusan pemerintahan dalam menetapkan WP, WUP dan batas serta luas WIUP, 
bukanlah termasuk urusan pemerintahan yang mutlak menjadi urusan pemerintah 
pusat dalam rangka menjamin kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi 
merupakan urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif yang sangat tergantung pada 
situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut 
Mahkamah untuk menentukan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif 
haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-
luasnya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembagian urusan pemerintahan 
dan kewenangan yang bersifat fakultatif harus berdasarkan pada situasi, kondisi dan 
kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta prinsip demokrasi. Terkait 
dengan sumber daya alam, harus pula mempertimbangkan prinsip keadilan dan 
keselarasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dalam hal ini Minerba. 
Bahwa Minerba adalah salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang 
proses terbentuknya membutuhkan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Pemanfaatan 
dan eksploitasi sumber daya alam, dapat mengganggu dan bahkan merusak 
lingkungan sehingga harus dikelola dan dieksploitasi dengan hati-hati untuk menjamin 
pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 
sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi [vide Pasal 33 ayat (4) UUD 1945]. Minerba 
adalah sumber daya alam yang terbentuk secara alamiah dan tersebar yang dapat 
melintasi batasan wilayah administrasi pemerintahan. Eksploitasi Minerba secara 
parsial dapat menjadi tidak efektif dan dapat merusak lingkungan. Eksploitasi Minerba 
harus memperhatikan tata ruang nasional dan keserasian serta keseimbangan 
sehingga tidak merusak lingkungan dan pembangunan jangka panjang. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan Pemerintah untuk 
menetapkan WP, WUP dan batas serta luas WIUP adalah tidak bertentangan dengan 
semangat konstitusi. 

5.   Pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam Minerba berdampak langsung terhadap 
daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan yang 
berpengaruh pada kualitas sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan 
masyarakat daerah yang bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam rangka 
kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, adalah tidak bijak dan 
bertentangan dengan semangat konstitusi, apabila daerah tidak memiliki kewenangan 
sama sekali dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP. Walaupun 
dalam UU Minerba mengatur sebelum Pemerintah menetapkan WP, WUP serta batas 
dan luas WIUP harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, namun menurut 
Mahkamah hal itu tidak cukup bagi perlindungan konstitusional hak-hak dan 
kewenangan daerah dalam menentukan kebijakan atas sumber daya alam di 
daerahnya, khususnya Minerba. Oleh karena itu, untuk memenuhi prinsip-prinsip 
demokrasi politik, pemberdayaan daerah, dan otonomi yang seluas-luasnya, adalah 
adil apabila pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam menentukan WP, WUP 
serta batas dan luas WIUP, tidak hanya sekedar berkoordinasi sebagaimana 
ditentukan dalam UU Minerba. Untuk menjamin fungsi Pemerintah dalam rangka 
koordinasi, standardisasi, kriteria dan pengawasan, maka Pemerintah harus 
menetapkan prosedur dan kriteria yang menjadi landasan bagi Pemerintah maupun 
pemerintah daerah dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP. 

6.   Frasa “untuk mendapatkan persetujuan pemerintah” dalam Pasal 171 ayat (1) UU 
4/2009 sudah tepat karena hal itu diatur dalam Bab XXV Ketentuan Peralihan yang 
merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 169 yang mengatur tentang KK dan 
PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya Undang- Undang a quo dan masih tetap 
berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Pengaturan mengenai KK 
dan PKP2B tersebut sudah seharusnya mendapatkan persetujuan dari pemerintah 
pusat dan dilakukan secara transparan, partisipatif, bertanggung jawab, terpadu 
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dengan tetap memperhatikan pendapat dari instansi Pemerintah terkait, masyarakat, 
serta dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta 
berwawasan lingkungan. Selain itu, adanya persetujuan dari Pemerintah Pusat dalam 
hal KK dan PKP2B tersebut bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpah 
tindih yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum bagi perusahaan 
pertambangan maupun masyarakat. Aturan peralihan tersebut menjadi sangat penting 
dalam rangka penyesuaian dan untuk menjamin kepastian hukum. 

 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Mahkamah  permohonan 
Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, dengan demikian Mahkamah 
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 
1.   Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 

1.1.  Frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “setelah ditentukan oleh 
pemerintah daerah”; 

1.2. Frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai “setelah ditentukan oleh pemerintah daerah”; 

1.3. Frasa “Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan” dalam 
Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan 
dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Penentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh”; 

1.4. Frasa “Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan” dalam 
Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh”; 

1.5. Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, “Penetapan WP yang 
dilakukan setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”; 

1.6. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, “WP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan 
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”; 

1.7. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, “Penetapan WUP dilakukan oleh 
Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah dan disampaikan secara 
tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”; 

1.8. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara selengkapnya menjadi, “Penentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan 
data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah”; 

1.9. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara selengkapnya menjadi, “Luas dan batas WIUP mineral logam dan 
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batubara ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah 
berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah”; 

2.  Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
3.  Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


